
BUPATI SINJAI 
PROVlNSI SUL.A.WES! SEL..A.TAN 

PERAllJRAN BUPATI SJNJAJ 
NOMOR'l.S TAHUN 2023 

TENT ANG 

KEDUOUKAN, SUSUNAN OROANISASI, nJOAS DAN FUNOSI 
SERTA TATA KERJA OINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 

DENGAN RAHMATllJHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SllfJAI, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bah.,,.a kcdudukan, suaunan organiaasi, tugaa dan 
fungsi sena tata kerja Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan tclah dilctapkan dcngan Peraturan Bupati 
Nomor 66 Tahun 2021 tcntang Kcdudukan, Susunan 
Organiu.si, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kcrja Dinas 
Pariwiu.ta dan Kcbudayaan; 

b. be.hwa Peraturan Bupati acbagaimana dimakaud dalam 
huruf a, sudah tidak acsuai dengan perkembe.ngan 
dinamika peraturan pcrundang-undangan dan 
kcbutuhan penyclenggaraan tugas dan rungsi pada 
Dinas Pariwisata dan Kcbudayaan, sehinga pcrlu 
diga.nti; 

c. bahwa berdaaarkan pcrtimbangan aebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pcrlu 
mcnetapkan Peraturan Bupati tentang Kcdudukan. 
Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata 
Kerja Dinas Pariwisata da.n Kebudayaan; 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia. Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) aebaga.imana telah d1ubah 
beberapa ka.li terajdur dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tcntang Perubahan Kcdua Atas Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan {Lemba.ran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lemballln Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494): 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenumg 
Pemerintahan Dae.rah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah bcbcrapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tcntang Cipta Kerja 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 238, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6841); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambe.hen 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), 
sebagaimana telah diubah bebcrapa kali, terakhir 
denga.n Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 238, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 684 l); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lcmbaran Negara Rcpubtik 
lndoneaia Tahun 2016 Nomor 1 14 ,  Tamblllhan 
Lcmba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2017 tenrang 
Manajemen Pegawai Ncgcri Sipil (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
aebagaimana te\ah diubah dcngan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Ataa Peraturan Pemcrintah Nomor 1 1  Tahun 2017 
tentang Manajemcn Pegawa! Ncgeri Sipil (Lcmbaran 
Negara Republik lndoncaia Tahun 2020 Nomor 64, 
Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
6477); 
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8. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Betita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
scbaga.imana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum 
Daerah (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157): 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokraai Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Sistem Kerja pa.da Jnstansi Pemerintah untuk 
Penyederhanaan Birokrasi (Serita Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 885): 

10. Pera1uran Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Dacrah 
(Lembaran dacrah Kabupatcn Sinjai Tahun 2016 Nomor 
5, Tarnbahan Lembaran Dacrah Kabupaten Sinjai 
Nomor 93), sebaga.imana telah diubah dcngan 
Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Ata.s Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 
2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupa.ten Sinjai Nomor 125); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANO KEDUDUKAN, SUSUNAN 
OROANISASI, nJOAS DAN FUNOSI, SERTA TATA KERJA 
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pa,aJ I 

Da1am Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
I. Oaerah adalah Kabupaten SinJai. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 
menurut asas Otonomi dan tugas pcmbantuan dengan 
prinsip otonomi scluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kcsatuan Republik Indonesia eebaagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
pcnyelenggara Pemerintahan Daerah yang mcmimpin 
pclaksanaan urusan pcmenntahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adala.h Bupati Sinjai. 
5. Sekertaris Daerah adalah Sckertaris Daerah Kabupaten 

Sinjai. 
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6. Dinas adalah Dinas Panwisata dan Kebudayaan 
Kabupaten Sinjai. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Sinjai. 

8. Pejabat Pembma Kepegawaian yang selanjutnya drsingkat 

PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 
menetapkan pengangkatan, pemindahan. dan 
pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan 
pembina.an manajemen aparatur erptl negara di mstansi 
pemenntah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

9. Pejabat yang Berwenang yang sclanjutnya disingkat PyB 
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 
melaksanakan preses pengangkatan, pemindahan, dan 
pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan 
Iungamnal pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 

1 1 .  Togas adalah ikhtisar dari keseluruhan tu gas jabatan. 
12. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran 

dari tugas pokok. 
13. Uraian tugas adalah paparan atau bcntangan atas semua 

tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang 
dilakukan pemegangjabatan. 

BAB Il 

ICEDUDUKAN 

Pas.al 2 

Dmas dipimpin oleh Kepala Dinas yang bcrada di bawah dan 
bcrtanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

BAB Ill 

SUSUNAN ORGANJSASI 

Pasal 3 

(IJ Susunan organisasi Dinas, terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat: 

1. Subbagian Program dan Keuangan; dan 
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Pengembangan Destinasi dan lndustri 
Pariwisata; 

d. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata; 
e. Bidang Kebudayaan; dan 
f. Kelompok Jabtan Fungsional dan Pelaksana. 

(2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud 
pada ayat {I) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
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BABIV 

nJGAS, FUNGSI DAN URAIAN nJOAS 

88.gian Kesatu 
Kepala Oinas 

Pasal 4 

(I) Kepala Dinaa mempunyai lugaa membantu Bupati 
rnelaksanakan urusan pcmerintahan di bidang 
pcngembangan destinaai, induatri pariwisata dan 
pcmasaran pariwiaata eerta kebudayaan yang menjadi 
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang 
d1tugaskan kepe.da Pemerintah Dattah. 

(2) Kepala Dinaa dalam melaksanakan tugaa aebagaimana 
dimakaud pada ayat (l) menyelenggara.kan fungsi 
aebagai bcrikut: 
a. pcrumusan kebljakan teknia di bidang 

pcngembangan deatinaai, induatri pariwiaata dan 
pt.ma.saran pariwisata &erta kebudayaan; 

b. pcnyclenggaraan urusan pemerintahan dan 
pclayanan umum di bidang pcnge:mbangan 
deatinaai, industri pariwisata dan pcmaaaran 
pa.riwisata aerta kebudayaan: 

c. pcmbinaan dan pelaksanaan tugaa di bidang 
pcngembangan destinasi, industri pariwisata dan 
pcmasaran pariwisata eerta kebudayaan; 

d. pcngek>laan administraai umum meliputi 
ketatal.aksanaan, keuangan, kcpcgawaian dan 
pcralatan; 

e. pcla.ksanaan evaluasi dan pclaporan urusan 
pcmerintahan di bidang pengembangan deatinaai, 
induatri pe.riwisata dan pcmasaran pariwiaata acrta 
kebudayaan: dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
berkaitan dengan fungsi orga.niaasi guna mendukung 
kinerja organisa.si. 

(3) Uraian tuga.s Kepala Dinas acbaga.imana dimaksud pada 
8J'8l (I) me.hputi: 
a. me.nyusun rencana kerja kegiatan Oinas acbagai 

pedoman dalam pelaksanaa.n tuga.s; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk 

pe\aksanaan tuga.s; 
c. me.mantau, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tuga.s dalam lingkungan Dina• untuk 
mengetahui perkembangan pelaksa.naan tuga.s; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memamf 
dan/atau menandatangani naskah dinas: 

e. mengikutJ mpat aesuai dengan bidangnya: 
f. merumuskan kebija.kan teknia di bidang 

pengembangan destinasi, industri pariwiaata dan 
pemasaran pariwiaa1a acrta kebudayaan; 
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g. menyelengga.rakan urusan pemerintahan dan 
pelayanan umum di bidang pengembangan destinasi, 
industrl pariwisata dan pemasaran pariwisata eerie 
kebudayaan: 

h. membina dan menyelenggarakan pelaksanaan tugas 
di bidang pengembangan dcstinasi, industri 
panwteeta dan pemasaran pariwisata serta 
kebudayaan; 

I. melaksanakan administ.rasi 
kctatalakasanaan, keuangan, 
peralatan; 

j. melakukan evaluasi dan pelaporan urusan 
pemerintahan di bidang pengembangan destinasi, 
industrl pariwisata dan pemasaran pariwisata &crta 

kebudayaa.n; dan 
k. melaksanakan tugas lain yang dibcrikan oleh atasan 

bcrkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung 
kinerja organisasi. 

Bagi.an Kcdua 
Sekretariat 

Pasa\ 5 

(I) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaria yang mempunyai 
tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam 
mengoordinasikan kegiatan, membcnkan pelayanan 
administrasi teknis dan administrasi penyusunan 
program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam 
lingkungan Oinas. 

(2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat {1), menyelenggarakan fungsi 
sebagai berikut: 
a. pengoordinasian pe:laksanaan tugas dalam 

lingkungan Oinas; 
b. pe:ngoordinasian penyusunan program dan 

pelaporan; 
c. pengoordinasian pengelolaan administrasi 

keuangan; 
d. pengoordinasian urns.an umum dan kepegawaian; 

dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 

berkaitan dengan fungsi organisasi guna 
mendukung kinerja organisasi. 

(3) Uraian tugas Sekretaris sebagajmana dimaksud pada 
ayat ( I J meliputi: 
a. menyusun rencana kerja kegiatan Sekretaris aebagai 

pedoman dalam pelakaanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk 

pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan 1ugas dalam lingkungan Sekrctariat 
untuk mengetahui perkembangan pe\aksanaan 
tu gas; 

I· 

umum meliputi 
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d. menyusun rancangan, mengoreksi, mcmaraf 
dan/atau menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat aesuai dengan bidangnya; 
f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas; 
g. mengoordinas1kan penyusunan program dan 

pclaporan; 
h. mengoordinasikan pengelolaan administrasi 

keuangan; 
1. mengoordinasikan urusa.n umum dan kepegawaian; 

•= 
j. melaksanakan tug.as lain yang dibcrikan oleh atasan 

bcrkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung 
kinerja organisasi. 

Paaal 6 

(I) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala 
Subbagian yang mempunyai tugas membantu 
Sekretaris dalam menyusun program dan laporan 
kinerja sena pcngelolaan administrasi keuangan. 

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian sebagaimana dima.ksud 
pada ayat {l) meliputi: 
a. menyusun rencana kerja kegiatan Subbagian 

Program dan Keuangan sebagai pcdoman dalam 
pela.kaanaan tugas; 

b. menyusun standar opcmsional prosedur dalam 
pelakaanaan kegiatan; 

c. mendistribusikan dan membcri petunjuk 
pelaksanaan tugas; 

d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi 
pelakaanaa.n tugas dalam lillgkungan Subbagian 
Program dan Keuangan untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

e. menyusun rancangan, mengorcksi, memaraf 
dan/atau menandatangani naskah dinas: 

f. mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya; 
g. mendistribusikan dan memberi petunjuk 

pelaksanaan tugas; 
h. memantau, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksa.naan tugas dalam lingkungan Subbagran 
Program dan Keuangan untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan iugas: 

i. menyusun rancangan, mengorcksi, memaraf 
dan/atau menandatangani naskah dinas; 

j. mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya; 
k. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan 

Dokumen Pelakaanaan Anggaran Dinas; 
I. menyusun rcncana kinerja, dokumen perjanjran 

kinerja; 
m. memfasilitasi penyusunan rencana kmerja, rencana 

akai dan laporan kinerja masing-masing jabatan di 
lingkungan Dinas; 
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n. menyuaun Japoran kinerja Dinaa meliputi Japoran 

bulanan, triwulanan, aemesteran dan laporan 
kin� tahunan; 

o. menyuaun ba.han dokumen pelaksanaan kegiatan 
dan angganm; 

p. mcnyuaun bahan dan memprosea data untuk 
perhitungan anggaran dan perubAhan anggaran; 

q. melakukan veri(il<asi kelengkapan adminisuaai 
permmtaan pemba.yaran; 

r. mcmproees dan meneliti kclcngkapan Surat 
Pennintaan Pembayaran Langaung yang diajukan 
oleh Ptjaba.t Pelakaa.na Tcknia Kcgiatan, Surat 
Permintaan Pcmbe.yaran Uang Peraediaan, Surat 
Permintaan Pembayaran Oanti Uang dan Surat 
Pcnnintaan Pcmba.yaran Tambah Uang yang 
diajukan bendahara pengcluaran serta menyiapkan 
Surat Perintah Membayar; 

a. mclakaa.nakan pcnatauaahaan pcnerirnaan dan 
pengeluaran keuangan eerta la po ran 
pertanggungjawaban kcuangan Dinas; 

t. menyuaun laporan pelaksanaan pengelolaan 
keuangan berupa laporan bulanan Surat 
Pertanggung Jawaban, dan Tahunan meliputi 
Laponn Realiaaai Anggaran, neraca dan C.tatan 
Ataa Laporan Keuangan Dinas; 

u. mclakaanakan pengawasan dan pengendalian 
pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta 
teknia pelaksanaan adminiatra.ai keuangan sesuai 
ketentuan peratur.n pcrundang·undangan; 

v. melakukan akuntanai Dina.a selaku Perangkat 
Daera.h; 

w. mela.kukan verifi.kasi pertanggunrjawaban 
keuanpn; 

x. menyiapkan bahan dan menyusun laporan 
keuangan; 

y. menyusun realisasi perhitungan anggaran; 
z. melakukan cva.luaai ataa pelaksa.naan tugas 

bendaharawan; 
aa.melakukan koordinaai dan mcnindak lartjuti laporan 

haail pcmeriksaaan; dan 
bb. melak.sanakan tu gas lain yang diberikan oleh atasan 

berkaitan dengan tuga.s organisasi guna mendukung 
kinerja organiu.ai. 

"'"" 7 
fl) Subbagian Umum dan Kepegawaian. dipimpin o\eh 

Kepala Subbagian yang mempunyai tugaa membantu 
Sekretaria dalam melakaanakan uruaan ketatauaahaan, 
pengelolaan adminiatrasi barang, urusa.n rumah tangga 
aerta mengelola administrasi kepegawalan dan fasilitaai 

rancangan produk hukum di lingkungan Dinaa. 

1 · 
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(2) Uraran tugas Kepala Subbagian Umum dan 
Kepegawaian sebagarmana dimaksud pada ayat {l) 
me\iputl: 
a. menyusun rencana kerja kegiatan Subbagian Umum 

dan Kepcgawaian scbagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas; 

b. menyusun standar opcrasional prosedur dalam 
pelaksanaan kegiatan; 

c. mendistribusikan dan membcri petunjuk 
pelaksanaan tugas; 

d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi 
pe\aksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian 
Umum dan Kepcgawaian untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

e menyusun rancangan, mengoreksi. memaraf 
dan/atau menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rap.at sesuai dengan bidangnya; 
g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di 

lingkungan dinas; 
h. memfasilitasi penyusunan rancangan produk 

hukum; 
I. melaksanakan tugas keprotokoleran; 
j. menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan 

kantor, distribusi, pengeunaan eerie 
pcmehharaannya, 

k. mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan 
Dmas; 

I. menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber 
Daya Manusia Aparatur di lingkungan Dinas; 

m. memfasilitasi pcmbuatan Sasaran Kerja Pegawai dan 
penilaia.n kinerja bagi Aparatur Srpil Negara sesuai 
tugas pokok dan fungsi di lingkup Dinas, 

n. menyusun dan menginventarisir barang asset 
daerah yang dike\ola oleh Dinaa; 

o. melakukan kegiatan pelayanan administraai umum 
dan penyajian infonnasi; dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
berkaitan dengan tugas pokok orgamsasi guna 
mendukung kinerja organisasi. 

Ba.gian Ketiga 
Bidang Pengembangan Destinasi dan lndustri Pa.riwisata 

Pasal 8 

(l) Bidang Pengembangan Destinasi dan lndustri 
Pariwiaata dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
mempunyai tugas membantu Kepala Dmas dalam 
melaksa.nakan tugas koordmasi, fasilitasi. perumusan 
dan pclaksanaan kebijakan, evaluasi serta pclaporan di 
bidang pengembangan destinasi dan industri 
pariwisata. 

I· 
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(2) Kepa.la Bidang Pengembangan Ocatinasi dan lndustri 
Pariwisata melakaanakan tugaa eebaga.imana dimaksud 
pada ayat (II, menyelenggarakan rungai 11ebqai bcrikut: 

a. pcrumusan kebljakan di bidang pcngembangan 
destinasi pariwisata, pcngcmba.ngan don 
pcmbcrianrckomendasi 1%10 usaha pariwisata, 
pcnge:mba.ngan aumbcr daya pariwiaata eerte 
pcngembangan ckonomi kreatif; 

b. penyuaunan pclaksanaan standar, pedoman, 
proaedur dan kriteria di bkiang pcngcmbangan 
dcatinasi pariwiaata, pcngembangan dan 
pcmbcrian rekome:ndasi izin uu.ha pariwiaata aena 
pcngembangan aumber daya pariwiaata scna 
pcngembangan ekonomi krcatif; 

c. pclayanan pcnge:mbangan destinasi pariwisata, 
pcnge:mbangan dan pcmberian rckomendasi izin 
uaaha panwiaata aena pcngembangan aumbcr 
daya pariwiaata aena pcngembangan ekonomi 
krcauf; 

d. pclaksanaan pcmbinaan, bimbingan tcknia di 
bidang pcngembangan destinaai pariwisata, 
pcngembangan dan pcmbcrian rckomenda.si izin 
usaha pariwisata aena pcngembengan sumbcr 
daya pariwiNta aena pengembangan ekonoml 
kreatif; 

e. pcmantauan, evalua.si, dan pclapomn di bidang 
pcngembangan destinasi pariwisata, 
pcn&cmbangan dan pcmberian rckonu!ndaai izln 
usaha pariwiNta .erta pcng,embangan •umber 
daya pariwisata scna pcngcmbangan ckonomi 
krcatir; 

r. pclakaanaan koordinasi dan kcrja&ama dalam 
pcngcmbangan dcatina.si panwisata, 
pcngcmbangan dan pembcrian rckomcndasi Q:in 
usaha pariwieata scrta pcngcmbangan sumber 
daya pa.riwisala 9Cfta pcngcmbangan ckonomi 
krcatir; 

g. pelaksanaan pclaporan tugaa Bidang 
Pcngcmbang.an Destina.al dan lndustri Panwisata 
kcpada Kcpala Dinaa; dan 

h. pelakaanaan rungsi yang dibcrikan olch atasan 
bcrkaitan deng.an fungsi orga.niaasi guna 
mcndukung kincrja organisasi. 

(3) Uraian tugaa KcpaJa Bidang ecbegaimana dimaksud 
pada ayat (I) meliputi: 

a. menyusun rcncana kcrja kcgiatan Bidang 
Pcngcmbangan Dcatinasi dan lndustri Pa.riwisata 
aebe.gai pcdoman dalam pelaksanaan tugaa; 

b. mcndiatribusikan dan mc.mbcri pctunjuk 
pclakaanaan tugaa; 
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c. memantau, mengawasi dan mengcvaluasi 
pelaksanaan tugaa dalam lingkungan Bidang 
Pengcmbangan Deetmaer dan lndustri Pariwisata 
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memamf 
dan/atau menandatangani na.skah dinas; 

e. mengikuti mpat sesuai dengan bidangnya; 
f. melaksanakan perumusa.n kebijakan di bidang 

pengembangan destinasi pariwisata, 
pengcmbangan dan pemberian rekomendasi izin 
usaha pariwisata serta pengcmbangan sumber 
daya pariwisata serta pengcmbangan ekonomi 
kreatif; 

g. melaksanakan penyusunan pelaksanaan standar, 
pedoman, prosedur dan kritena di bidang 
pengembangan deatina.si panwrsata. 
pengembangan dan pemberian rekomendasi izin 
usaha pa.riwisata serta pengembangan sumber 
daya panwisata serta pengembangan ekonomi 
kreatif; 

h. melaksanakan layanan pengcmbangan deatinasi 
pariwisata, pengembangan dan pemberian tetn 

usaha pariwiaata aerta pengembangan aumber 
daya pariwisata serta pengembangan ekonomi 
kreatir; 

i. melaksanakan pembmaan, bimbingan tekhnis di 
bidang pengembangan destinasi pariwisata, 
pengembangan dan pemberian rekomendaai i.z:in 
usaha pariwisata serta pengcmbangan sumber 
daya pariwisata serta pengembangan ekonomi 
kreatif; 

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan 
pelapomn di bidang pengembangan destinaai 
pariwisata, pengembangan dan pemberian 
rekomendasi 1.zm usaha pariwisata eerte 

pengembangan sumber daya pariwisata serta 
pengcmbangan ekonomi krcatir; 

k. melaksanakan koordinaai dan kerjasama dalam 
pengembangan destinasi pariwisata, 
pengembangan dan pemberian rekomendasi izin 

usaha pariwisata serta pengembangan sumber 
daya pariwisata aerta pengembangan ekonomi 
kreatif; 

I. melaksanakan pelaporan tugas Bidang 
Pengembangan Destinasi dan lndustri Pariwisata 
kepeda Kepala Dinas; 

m. melakukan pembinaan keterpaduan 
pengembangan di bidang pengembangan destinasi 
infmstruktur dan ekosistem wisata: 

n. melakukan layanan pengembangan di bidang 
pengembangan destinasi infmstruktur dan 
ekosistem wisata: 

I· 
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o. menyusun atandar administratil sena dokumcn 
da1arn pelaku.naan di bidang pengembangan 
desbnasi infrastruktur dan ekoaistem wiaata; 

p. melakukan bimbingan tekhnis dan evaluasi di 
bidang pengembangan destinasi infmstruktur dan 
ekosistem wisata; 

q. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam 
pengembangan di btdang pengembangan destinaai 
infraatruktur clan ekoaistem wisata; 

r. melakukan perumusan kebijakan, sta.ndarisasi, 
rekomcndasi dan bimbingan tcknis, evaluasi, 
pelapomn &ena pelaksanaan di bidang 
pengembangan lnduslri parlwisata; 

e, melakukan layanan fasilitaai usaha dan industri 
wisata; 

t. mclakukan pembinaan dan bimbingan tcknis 
terhadap pelaku uaaha pariwisata mengenal 
atandarisui. nonna, kriteria, diveraifikaai, 
kemudaha.n usaha dan industn ps..riw1aata; 

u. melakukan pemetaan dan promolli inveataai usaha 
dan industri parlwisata; 

v. mclakukan koordinasi dan kerjasama dalam 
rangka kclancara.n pelaksanaan tugaa; 

w. melakukan layanan pengembangan sumbcr daya 
pariwisata dan ckonomi krcatlf; 

x. mcla.kukan pembinaan dan bimbinp.n teknis 
dibidang pengembanp.n eumber daya parlwisata 
dan ekonomi kreatif; 

y. melakukan koordinasi dan kcrjama dalam 
pengembangan pelayanan dan pembinaan sumbcr 
daya pariwisata dan ckonomi krcatif; 

z. mcnyuaun lapomn dan evaluasi pelakasanaan 
tugas; dan 

aa. mclakaanakan tugas lain yang dibenkan oleh 
a1asan berkaitan dcngan tugaa organisasi guna 
mcndukung kincrja organisasi. 

Bagian Keempat 
Bidang Pengembangan Pemaaaran Pariwiaata 

PaMI 9 

(I) Bidang Pe:ngembangan Pemasaran Pariwiaata dipimpin 
olch Kcpa]a Bida.ng yang mempunyai tugas pokok 
membantu Kepala Dinas dalam mclaksanakan tugas 
koordinasi, fasilitaai, perumusan dan pelaksanaan 
kcbijakan, evaluasi scna petapomn d, bidang 
pengcmbangan pemaaaran pariwisata. 

12) Kepala Bidang Pe:ngcmba.ngan Pemasaran Pariwiaata 
mclakaanakan tugaa aebepimana dimaksud pada ayat 
(IJ, menyelenggarakan fungsi aebagai berikut: 
a. pelaksanaan perumusan kcbijakan di bidang 

pengembangan promosi pariwisata, kerjasama dan 
hubllngan antar Jcmbqa clan pemasaran 
pa.riwisata; 

f 
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b. pelaksanaan penyusunan pelaksanaan standar, 
pcdoman, prosedur dan \criteria di bidang 
pengembanga.n promoel pariwisata, kerjaaama dan 
hubungan antar lembaga � pengembangan 
pe.sar pariwiaata; 

c. pelakaanaan layanan pengembangan promoai 
pariwisata, kerjasama dan hubungan antar lembap 
aerta pengemblngan pa.ear pariw111ata; 

d. pelaksanaan pembinaan, bimbmgan teknis di 
bidang pengembangan promosi pariwisata dan 
pemasaran pariwisata; 

e. pelaksanaan dan pengelolaan sumber pendapatan 
angganm daerah wisata pada eektcr pariwisata; 

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan di bidang pengembangan promosi 
pariwisata; 

g. pela.ksanaan koordinasi dan kerjasama dalam 
pengembangan promosi pariwisata; 

h. pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan 
Pernasllf1ln Pariwisata kepada Kepala Dinas; dan 

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan o\eh atasan 
berkaitan dengan tugas pokok organisui guna 
mendukung kine')& organisui. 

(3) Uraian tugas Kepala Bidang eebagalmana dimaksud 
pada ayat (I) dan ayat (2) meliputi: 
a. menyusun n:ncana kerja kegratan Bidang 

Pengembanga.n Deatinasl dan lndustri Pariwisata 
sebagai pcdoman dalam pelaksa.naan tuga.a; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk 
pelaksanaan tugas: 

c. memantau, menga.wasi dan mengevaluasi 
pela.ksanaan tuga• dalam lingkunga.n Bidang 
Pengembanga.n Destinasi dan lndustri Pariwisata 
untuk mengetahul perkembengan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyueun rancangan, mengon:.ksi, 
dan/atau menandatanga.ni naakah dinas; 

e. mengikuti rapat .eauai dengan bidangnya; 
f. metaksa.nakan perumusa.n kebijakan di 

pengembangan promosi pariwisata; 
&- melaksanakan penyusunan pelaksa.naan 

pcdoman, prosedur dan \criteria di 
pengembanga.n promosi pa.riwisata; 

h. melaksanakan layanan pengembangan 

bidang 

standar, 
bidang 

promosi 
pariwisata; 

I. melaksa.nakan pembinaan, bimbinga.n tekhnis di 
bidang pengembanga.n promosi pariwisata; 

j. melaksanakan dan mengek>la sumber pendapatan 
angganm daerah "isata pada aektor pllriwiaata; 

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan di bidang pengembangan promosl 
pariwisata; 

I. melaksanakan koordinasi dan kerjasa.ma dalam 
pengembangan promoai pariwisata; 

l· 
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Bidang 
kcpada 

tu gas 
Pa.riwiaata 

m. mclaksanakan 
Pengembangan 
Kepala Oinaa; 

n. mclakukan pembmaan ketcrpaduan pengembangan 
promosi ptuiwiaata; 

o. mclakuka.n la.yanan 
pariwiaata; 

pengembangan promosi 

pelaku 
dan 

Himpuna.n 
pelayanan 

dengan 
untuk 

dcngan para 
pcngcmbangan 

kerja aama 
Indonesia Pramuwiaata 

pcmanduan pariwiaata; 
c. melakukan kcrja sama 

pa.riwiaata untuk 
pembangunan; 

d. melakuka.n kcrjasama dan meningkatkan koordinasi 
dcngan lcmbaga pariwiaata dacrah/puaat clan 
stakeholder dalam rangka pengcmbangan promOAi 
dan pemaaa.ran pruiwiaata; 

c. menyuaun reneena kcg:iatan di bidang 
pcngcmbe.ngan aegmcn pasar panwiaata pada pintu 
masuk kcdatangan wisat.awan; 

f. mclakukan pembinaan kctcrpa.duan pengcmbangan 
acgmen pasar pariwisata pad• pintu masuk 
kcdatangan wisatawan; 

g. mclakukan layanan pcngcmbangan segmcn pasar 
pariwisata pada pintu masuk kcdatangan 

p. menyusun standa.r administratir aena dokumcn 
daiaJn pelaksanaan promos! pariwisata; 

q. mclakukan bimbingan tckhnis dan evalua11,i di 
bidang pengembangan promosi pe.riwisata; 

r. melakukan koon:linaai dan kcrjasama dalam 
pengembangan promosi pariwiaat.a; 

a. mcnyusun rencana kcgiatan di bidang kclja sama 
dan hubungan antar Jembaga dengan para pelaku 
pe.riwisata untuk pcngembangan dan pcmbangunan 
pa.riwiaa1a; 

t. mclakukan koordinasi dalam kcrjasama dan 
hubungan antar lembe.ga; 

a. melakukan kcrja.sama dengan penghimpunan hotel 
dan restoran Indonesia, Association Indonesian 

Travel Agent untuk pelayanan perhotclan 
pariwiaata; 

b. mclakukan 

wiaatawan; 
adminiatrat.if acrta dokumcn 
pcngcmba.ngan acgmcn paaar 
pintu maauk kcdatangan 

h. mcnyusun st.andar 
dalam pclaksanaan 
pariwisata pada 
wiaatawan; 

i. mclakukan bimbmgan tckhnis dan cvaluasi di 
bidang pcngcmbangan scgmcn paaa.r pa.riwisata 
pada pintu maauk kcdatangan wisatawan; 

j. melakukan koonhnasi dan kcf)asama dalam 
pcngcmbangan acgmcn pasar partwisata pada pintu 
masuk kcdatangan wisatawan; 

k. mclakukan pcngc.lolaan pcncrima �ndapatan Aali 
Oacrah pada scktor pariwisata; 

\· 
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I. menyusun \aporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; 

•= 
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

berkanan dengan tugas organisasi guna mendukung 
kinerja organisasi. 

Bagian Kelima 
Bidang Kebudayaan 

Pa,aI 10 

(I) Bidang Kebudayaan dtpimpin oleh Kepala Bidang yang 
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 
melaksanakan perumusan kebijakan. penyusunan 
norma, standar, prosedur dan kriteria, pembcrian 
bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, dan 
pelestanan kesenian, sejarah dan tradisi, cagar- budaya 
dan museum, pengembangan lembaga dan tcnaga 
kebudayaan. 

(2) Kepala Brdang Kebudayaan dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan rungsi sebagai berikut: 

a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan 
pelestarian kescnian. sejarah dan tradisi, cagar 
budaya dan museum, pengembanga.n lembaga dan 
tenaga kebudayaan; 

b. pcnyusunan standar, pedoman, prosedur dan 
kriteria dibidang pembinaan dan pelestarian 
kesenian, sejarah dan tradisi, cagar budaya dan 
museum, pengembangan lembaga dan tenaga 
kebudayaan; 

c. pengoordmeeren dan kerjasama dalam pembinaan 
dan pelestarian kesenian, scjarah dan tradisi. cagar 
budaya dan museum, pengembangan lembaga dan 
tenaga kebudayaan; 

d. pembinaan dan pelestarian kesenian, scjarah dan 
tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan 
lembaga dan tenaga kebudayean; 

e. penyiapen bahan pembinaan dan pelestarian 
keseruan, scjarah dan tradisi. cagar budaya dan 
museum, pengembangan \embaga dan tenaga 
kebudayaan; 

f. pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Kebudayaan 
kepada Kepala Dinas; dan 

g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan 
berkaitan dengan fungsi organisaai guna 
mendukung kinerja organisasi. 

(3) Uraian tugas Kepala Bidang sebagaimana dunaksud 
pad a ayat ( I) dan ayat (2) melipuu. 

a. menyusun rencana kerja kegiatan Bidang 
Kebudayaan scbagai pedoman dalam pelaksanaan 
tu gas; 
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b. mendistribusikan dan memberi petunjuk 
pelakaanaa.n tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi 
pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang 
Kebudayaan untuk mcngetahui perkembangan 
pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengorcksi, memarar 
dan/atau menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat eeeuar dcngan bidangnya; 
b. merumuskan kebijakan di bidang pembinaan dan 

pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi, cagar 
budaya dan museum, pengembangan lembaga dan 
tenaga kebudayaan: 

c. menyusun standar, pcdoman, prosedur dan 
kriteria dib1dang pembinaan dan pelcstarian 
kesenian, sejanlh dan tradisi, cagar budaya dan 
museum, pengcmb&ngan Jembaga dan tcnaga 
kebudayaan: 

d. mengoordinru,ikan dan kerjasruna dalam 
pcmbinaan dan pelestarian kcsenian, sejarah dan 
tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan 
lembaga dan tenaga kebudayaan; 

e. membina dan peleatarian kescnian, sejarah dan 
tradilli, cagar budaya dan museum, pengembangan 
lembaga dan tenaga kebudayaan; 

f. menyiapkan bahan pembinaan dan pelestarian 
kescnian, sejara.h dan tradisi, cagar budaya dan 
museum, pengembengan lembaga dan tenaga 
kebudayaan; 

g. melaksanakan pelaponm tugas Bidang 
Kebudayaa.n kepada Kepa.la Dinas; 

h. melakukan perumusan kebijakan, standarisasi, 
rekomendasi dan bimbingan teknis, evaluasi, 
pelaporan scrta pelak.sanaan dibidang pembinaan 
dan pelesta.rian kesenian, sejara.h dan tradisi; 

i. menyusun materi/pedoman pelaksanaan 
pembinaa.n kesenian modem/kontemporer dan 
tradiaonal; 

j. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam 
rangka kelancaran pelaksanan tugas; 

k. melak.ukan inventarisasi dan menghimpun data 
kelompok kesenian modem/kontemporer dan 
tradisional; 

I. melakukan pelatihan dan pembinaan kelompok 
kesenian tradi:,ional dalam nmgka pe\estarian 
nilai-nilai seni tradisional; 

m. melakulcan fe:stival kesenian tradisional secara 
berlcala dalam rangka pelestarian dan aktualisasi 
kesenian daerah; 

n. melakukan penilaian dan pengawasan terhadap 
organisaai/kelompok kesenian; 

o. melakulcan layanan penetapan cagar budaya, 
pengelolaan cagar budaya, pemberian rekomendaai 
izin membawa cagar budaya serta pengelolaan 
museum; 

I· 
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p. menge:mbangkan dan menghimpun data cagar 
budaya dan museum; 

q. menlJOSialiaasikan infonnasi hasil kajian cagar 
budaya: 

r. melakukan perlindungan dan pelestarian aspek 
cagar budays dan museum; 

s. melakukan penyelamatan, pemeliharaan, 
pemugaran, penggalian dan penelitian benda cagar 
budaya; 

t. melakukan kegiata.n permuaeuman dalam rangka 
pelestarian nilai-nilai sejarah purbakala; 

u. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam 
penetapan cagar budaya, pengelolaan cagar 
budaya, pemberlan rekomendasi izin membawa 
cagar budaya aerta pengelolaan museum; 

v. melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang 
layanan pembinaan lembap dan tenaga 
kebudayaan: 

w. melakukan bimbingan teknis dan studi komperatir 
dibidang layanan pembinaan lembaga dan tenaga 
kebudayaan; 

x. melakukan bimbingan teknis dibidang layanan 
pembinaan \embe.ga dan tenaga kebudayaan: 

y. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan 
tugas; dan 

z. mclaksanakan tugas lain yang drbenkan oleh 
11.tasan berkaitan dengan tugas organisasi guna 
mcndukung kinerja organisasi. 

BABV 
KELOMPOK JABATAN FUNOSIONAL DAN PElAKSANA 

Pasal l I 

(IJ Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabata.n 
fungsional dan Pelaksana sesuai dcngan kebutuhan dan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungaional dan Pelak.sane 
aebagaimana dimaksud pada ayat (I) mclaksanakan 
tugas sesuai dengan bidang Jabatan Fungsional dan 
Pelaksana masing-maBing berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dengan berpedoman 
pada pengaturan aistem kcrja. 

BABVI 
TATA KERJA 

Bagi.an xeeatu 

Pelaksanaan Togas dan Fungsi 

Pasal 12 

(I) Kepala Dmas mclakaanakan tu gas dan rungsinya 
berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh 
Bupati s,esuai dcngan kctcntuan peraturan perundang 
undangan. 

I· 
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(2) Kepala Dinas, Sckretaris, Kcpala Bidang, Kepala 
Subbagian, Pcjabat F'ungsional dan seluruh pcrsonil 
dalam lingkungan Dinas mela.ksanakan tugas dan rungsi 
seaual dcngan ketentuan perundang-undangan, serta 
menerapkan prinsip hic:mrki, koordinasi. kerjasama, 
integraai, sinkronisa11,i, s1mplifikasi, akuntabilitas, 
transpa.ransi serta eCektifitaa dan efisic:nsi. 

(3) Kcpala Dinas, Sekretaris, Kepela Bidang, Kcpala 
Subbagian dan Pcjabat Fungsional, mengembangkan 
koordinasi dan kcrjasama dengan instansi 
pcmerintah/swasta terkait dalam rangka mcningkatkan 
kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugaa dan fungsi 
Dina.a. 

Bagian Kedua 
Pcmantauan, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan dan 

Pengawasan 

Pasa.l 13 

(I) Kcpala Dinas, Sekretaria, KepaJa Bidang, Kepala 
Subbagian, Pejabat Fungsional dan Pelaksana da.lam 
lingkungan Dina.a wajib mcmatuhi pctunjuk dan arahan 
pimpinan, serta menyampaikan 1.aporan secara berk.ala 
dan/atau eeeuai kcbutuhan secara tepat waktu kepada 
atasan masing-masing. 

(21 Setiap Japoran yang ditcrima scb&ga.imana dimaksud 
pada ayat (II, diolah dan digunakan olch pimpinan 
scbagai bahan perumusan dan pelaksanaan kcbijakan 
tcknis. 

(3) Kcpala Dinas, Sekrctaris, Kcpala Bidang, Kcpala 
Subbagian dan Pcjabat Fungsional, dalam mclakaanakan 
tugasnya, mclakukan, pemantauan, pengendalian, dan 
cvaluasi sena mclaksanakan rapat koordinasi sccara 
berka\a dan/atau sesuai kcbutuhan. 

t•I Pengawasan 11ebagaimana dimaksud pada aya1 (3) 
dilakukan e,c1:1ua.i dcngan kctcntuan perundang 
undangan. 

BAB VU 

KETENTUAN PERAUHAN 

Pasal 14 

Kctcntue.n yang mcngatur sub koordinator de.lam Pemturan 
Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tcntang Kcdudukan, Susunan 
Organisasi, Togas dan Fungsi Sena Tata Kcrja Dinas 
Pariwisata dan Kcbudayaan (Bcnta Dacrah Kabupatcn Sinjai 
Tahun 2021 Nomor 66), tctap bcrlaku sampai bcrlakunya 
pengaturan sistcm kcrja pada Pemcrintah Dacrah Kabupatcn 
Sinjai. 

I· 
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KETEN1'JAN PENU1'JP 

Pasal 15 

Pada aaat Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku, Peraturan 
Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 
Organiaaai, 1\Jgas dan Fungsi Sena Tata Ker:Ja O,nas 
Panwisata dan Kebudayaan (Serita Daerah Kabupaten Sinjai 
Tahun 2021 Nomor 661, dicabut dan dinyatakan tidak 
b<rlaku. 

Paaal 16 

Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupe.ti ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Sinjai 

Ditetapkan di Sinjai 
pad a tanggal '211 T�f\ -i.02. a 

' " 

Diundangkan di Sinjai 
pada tanggal "l.3 � '2-o,oa.i 

�HKABUPATKIC Slll'JAI, 

SERITA DAE H KABUPATEN SINJAJ TAHUN 2023 NOMOR LS 

1. ..... ... ... .. 

2 ·········· . . ·······•· 
,.�· ... �.�-�- I 
• ---·=-·:··_ ... _. - - - 
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tj,,MPIRAN 
PERATUAAN OUPATI SIN.JAi 
NOMOR 2.5 TAHUN 'JO�:J 

TErn'ANO KF.DUOUKAN, SUSUNAN OROANlSASI, TIJOAS 
DAN FlJNOSJ SER'TA TATA KER.IA DINAS PARJWISATA 
DAN KEBUDAYAAN 

BAOAN SUSUNAN OROANISASI DINAS PARlWISATA DAN KEOUDAYMN 

I· 
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